
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR A4 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR I4 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BUPATT JEPARA, 

Menimbang ta. bahwa dengan memperhatikan kondisi perekonomian 
nasional yang berimplikasi pada perekonomian daerah 
khususnya di Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan 
biaya sewa rumah bag Pimpinan dan Angota DPRD 
Kabupaten Jepara, maka perlua adanya penyesuaian 
pembiayaan dan perlu meninjau kembati Peraturan Bupati 
Jcpara Nomor 66 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara; 

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Kclurahan Pan.ggang 
tanggal 5 Oktober 2011 nomor 012/70, Kepala Kelurahan 
Potroyudan tanggal 5 Oktober 2011 nomor 012/140, Kepala 
Kelurahan Kauman tanggal 6 Oktober 2011 nomor 012/131, 
epala Kelurahan Bulu tanggal 10 Oktober 2011 nomor 
012/83 dan Kepala Keturahan Bapangan tanggal 1 1  Oktober 
2011 nomor 012/105/X/2011 perihal Tarip Sewa Rumah di 
Kelurahan yang bersangkutan ditambah dengan biaya 
Telepon, Listrik, Air bersih, Ruang AC dan Garasi Kendaraan 
Roda 4 [Empat), dinyatakan bahwa harga sewa rumah 
terendah scbesar Rp40.000.000,00 dan tertinggi Rp 
60.000.000,00 per tahun; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirakstud 
dala huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Jepara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Turjangan 
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jcpara. 

, 

tentang 
Dalam 

Tahun 1950 
Kabupaten 

:1. Undang-Undang Nomor 13 
Pembentukan Daerah-Daera.h 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3263), scbagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

Mengingat 



2008 tentang Perubahan cempat atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lerbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indoncsia Tahun 200-4 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional tLembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarrbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah 
bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Noror 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan euangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noror 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera.h 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 

I0. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Oaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor I I ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3098) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Peraerintah Nomnor 11 Tahun 201 tentang 
Perubahan Ketigabclas atas Peraturan Pemerintah Nomor 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Neger Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
24); 



Menetapkan 

Il. Perarturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4416), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraruran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pererintah Noror 24 
Thun 200-4 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah 
fLcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 
4712; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 45781; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 
tntang Standarisasi Sarans dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Darah, sebagaimana telah diubah dengan 
Ppcraruran Menteri Dalam Negeri Nomor I!  tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 

Prasarana Kerja Pemerintahan Dacrah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 
tentang edudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 
25), sebagaimana tclah beberapa kali diubah teraktir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Keuangan Pimpiran dan Angota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tabahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2l; 

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten de para tierita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2005 Noror 13), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Dupati Jepara Nomor 66 
tahun 2008 tentang Perubaha Atas Peraturan Bupati 
Jcpara Nomor 14 tahun 2005 tentang Tunjangan 
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2008 Noror 333). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATT JEPARA NOMOR I4 TAHUN 2005 
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JEPARA. 



asal l 

entuan Pasat 2 Peraturan Lupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
arangan Perumahan bag Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat 

rah Kabupaten Jepara (Berta Darrah Kabupaten Je para Tahun 2005 Nomor 
bagaraa telah diubah dengtan Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 

tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor I4 tahun 
2005 tentang Tunjangan Perurahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepar (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2008 Nomor 333), diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi 
sc bagai berikut 

Pasal 2 

(I) Pimpinan dan Arggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam 
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan besaran scbagar berikut 

a. Ketua DPRD sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah). 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu 
rupiah) 

c AngRota DPRD scbcsar Rp 4.000.00O,- tEmpat juta rupiah. 

(2) Tunjangan perumahan sbagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk 
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang baru atau pengganti antar waktu 
dibayarkan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji. 

(3 Tunjangan perumahan sebegamana dimaksud pada ayat (I) dikenakan 
pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4 Tunjangan perumahan swbagammana dimaksud pada ayat (l) tidak 
diberikan apatila Pemerintah Daerah sudah menyediakan rumah jabatan 
bagi Pimpinan DPRD atau rumah dinas bag angsota DPRD 

Paa! II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal I Januani 2012. 

gar sctap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Dupati mi dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten 
Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 3 Pe<amt& 201L 

ARA, 

~~Gao so«roo 
Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 3 0seer 201l 

SEKRETARIS DAERAH KABU PATEN 
J E P A R A  

BERITA DAERAH BUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMO 6 


